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1. Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi

2. Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

3. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial

4. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

5. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pmrintahan

6. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan

Birokrasi yang
Bersih dan
Akuntabel

1. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;

2. Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi;

3. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;

4. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi. 

Birokrasi yang
Kapabel

1.Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik.

2.Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya
saing. 

Birokrasi yang
Menciptakan 

Pelayanan Publik
yang Prima

© Biro Ortala Setjen KDN, 2020

AGENDA REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
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34 PROVINSI dan 

514 KB/KOTA

KEMENDAGRI
(Pasal 374 dan 375 UU No. 23/2014)

1. Pembagian Urusan Pemerintahan;

2. KELEMBAGAAN DAERAH;

3. KEPEGAWAIAN PADA 

PERANGKAT DAERAH;

4. Keuangan Daerah;

5. Pembangunan Daerah;

6. PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH;

7. Kerja Sama Daerah;

8. KEBIJAKAN DAERAH;

9. Kepala Daerah dan DPRD; dan

10. Pembinaan dan Pengawasan Lain  

Sesuai dengan Ketentuan PUU.

BINWAS UMUM

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM KORBINWAS PEMDA

MENDAGRI
MENTERI TEKNIS/ 

KA LPNK

34 PROVINSI

BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS

34 GWPP

BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS

514 KABUPATEN/KOTA

SECARA NASIONAL 

DIKOORDINASIKAN 

OLEH MENDAGRI
(Pasal 8 dan 373 UU 23/2014)

KORBINWAS PEMDA OLEH MENTERI DALAM NEGERI
(Pasal 8 dan 373 UU 23/2014 ttg Pemda dan Pasal 11 dan 15 PP 12/2017 ttg Binwas Pemda)



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 

Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2020

Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA 

KAB/KOTA dan Pada Masing-Masing OPD berdasar tugas dan fungsinya yang BERSESUAIAN dengan 8 AREA PERUBAHAN; DAN

PENGANGGARAN EVALUASI INTERNAL RB PEMDA PADA INSPEKTORAT DAERAH pada Romawi V Angka 54.

Romawi V
Angka 69 

huruf f

Substansi Agenda 
Pelak RB Tahun 2021 
telah masuk dalam

substansi Rancangan
Pedoman Penyusunan

APBD TA 2021 

2021

KEMENDAGRI MEMERINTAHKAN PENGANGGARAN RB PEMDA

SETIAP TAHUN DALAM PERMENDAGRI PEDUM APBD
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SE MDN NO 061/9454/SJ
Tanggal 29 Desember 2017

Regulasi

1

SE MDN NO 061/191/SJ
Tanggal 11 Januari 2018

2

“PERCEPATAN PELAKSANAAN 

REFORMASI BIROKRASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”

“FASILITASI DAN KOORDINASI 

PERCEPATAN PELAKSANAAN 

REFORMASI BIROKRASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019

PPRB PEMDA

3
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DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PPRB PEMDA
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PPRB PEMDA



PERAN KEMENDAGRI UNTUK SINKRONISASI PPBS+C

REFORMASI BIROKRASI PEMDA 2020-2024
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PENYUSUNAN RKPD
(PERMENDAGRI

NO. 40/2020)

KLASIFIKASI, 

KODEFIKASI, DAN 

NOMENKLATUR

PROGRAM
(PERMENDAGRI NO. 

90/2019)

PEDOMAN UMUM

PENYUSUNAN APBD
(PERMENDAGRI

NO. 33/2019)

KEBIJAKAN

PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

DAERAH
(PERMENDAGRI

NO. 23/2020)

PELAKSANAAN RB

PROVINSI

PELAKSANAAN RB

KAB/KOTA

RB

SUBSTANSIAL

BUKAN

RB

PROSEDURAL



Desain Organisasi

Rencana strategis Instansi
Arah Pembangunan
(RPJMN dan RPJMD)

Struktur Organisasi

Business Process

Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan

ANALISIS BEBAN KERJA

Perencanaan Pegawai

Rekrutmen dan Seleksi

ANALISIS JABATAN

Proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Mandat
Disain 

Organisasi
Struktur 

Organisasi
Proses Bisnis

(SOP)
Analisis 
Jabatan

Uraian Jabatan
(tugas pokok)

Spesifikasi 
Jabatan

“lompatan 
proses” 

Uraian jabatan 
yang “seragam” 

Smart ASN



Mandat
Disain 

Organisasi
Struktur 

Organisasi
Proses 
Bisnis

Analisis 
Jabatan

Uraian 
Jabatan

Spesifikasi 
Jabatan

= Harmonis

x Disain 
Organisasi

Struktur 
Organisasi

Proses 
Bisnis

Analisis 
Jabatan

Uraian Jabatan
Spesifikasi 

Jabatan
= Tidak

Efektif

Mandat x Struktur 
Organisasi

Proses 
Bisnis

Analisis 
Jabatan

Uraian Jabatan
Spesifikasi 

Jabatan
= Salah

Langkah

Mandat
Disain 

Organisasi x Proses 
Bisnis

Analisis 
Jabatan

Uraian Jabatan
Spesifikasi 

Jabatan
= Frustasi

Mandat
Disain 

Organisasi
Struktur 

Organisasi x Analisis 
Jabatan

Uraian Jabatan
Spesifikasi 

Jabatan
= Tidak 

Terarah

Mandat
Disain 

Organisasi
Struktur 

Organisasi
Proses 
Bisnis x Uraian Jabatan

Spesifikasi 
Jabatan

= Bingung

Mandat
Disain 

Organisasi
Struktur 

Organisasi
Proses 
Bisnis

Analisis 
Jabatan x Spesifikasi 

Jabatan
= “Chaos”

Mandat
Disain 

Organisasi
Struktur 

Organisasi
Proses 
Bisnis

Analis Jabatan Uraian Jabatan x = Tidak 

Efisien

Proses ANALISIS JABATAN

1

2

3

4

5

6

7



1.Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini;

2.Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih 

dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”;

3.Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam 

mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur;

Mandat
Disain 

Organisasi
Struktur 

Organisasi
Proses 
Bisnis

Analisa 
Jabatan

Uraian 
Jabatan

Spesifikasi 
Jabatan

= HarmonisPraktek 
Terbaik

Mandat ? Struktur 
Organisasi

? ? Uraian 
Jabatan

Spesifikasi 
Jabatan = ?

“lompatan proses”

“lompatan proses”

Kondisi 
Saat Ini

Kesenjangan

PRAKTEK  ANALISIS  JABATAN  YANG  TIDAK  BAIK





MANDAT
PRESIDEN & WAPRES “Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada  

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.”
(Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR RI,  

20 Oktober 2019)

ASPEK PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMDA

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMDA



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 
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Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 



APLIKASI

PENYUSUNAN 

ANJAB ABK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK 

INDONESIA



LATAR BELAKANG

• Proses Validasi data Anjab dan ABK oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana

menghadapi kendala dan hambatan karena lingkup validasi yang luas dan

dilakukan secara manual juga karena tidak tersedianya data yang terintegrasi

sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien

• Aplikasi Anjab ABK yang sudah ada tidak memuat proses penyusunan data

sesuai yang diamanatkan dalam permenpan 1 tahun 2020 bahwa pemerintah

daerah harus melaporkan hasil Anjab ABK nya kepada Kementrian Dalam

Negeri

e-jabatan.kemendagri.go.id 25



TUJUAN DAN MANFAAT

e-jabatan.kemendagri.go.id 26

Mempermudah dalam proses pengolahan, validasi dan verifikasi data Anjab ABK sehingga hasil

yang didapat lebih optimal.

Manfaat yang didapat 
oleh tim ANJAB ABK 
Kemendagri

• Memudahkan dalam memonitor data Anjab

dan ABK

• Mempermudah ASN Kemendagri dalam

memverifikasi dan memvalidasi data Anjab

ABK

Manfaat yang didapat 

oleh daerah

• Membantu dan mempercepat

penyusuan Anjab ABK

• Mendapatkan reviu secara cepat

terkait data jabatan



Gambaran Umum
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E-ANJAB-

ABK
✓ Perangkat Daerah Menyusun / 

Menetapkan Struktur / Peta 

Jabatan

✓ Perangkat Daerah menginput

Data Anjab ABK melalui

Aplikasi

Perangkat Daerah mendapat 

output laporan Anjab ABK dari 

Aplikasi

Tim Anjab ABK memverifikasi dan 

memvalidasi data Anjab ABK

Data yang sudah diolah

ditampilkan menjadi dashboard



List Modul/Menu
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• Data Jabatan

• Biodata Pegawai

• Analisis Jabatan

• Syarat Jabatan

ENTRY ANJAB

• Existing Pegawai

• Komposisi Pegawai

• Perhitungan ABK

ENTRY ABK

• Verifikasi jabatan

• Catatan verifikasi

• Notifikasi

VERIFIKASI

• Print out sesuai permenpan 
1 th 2020

• Rekap beban kerja dan 
kebutuhn pegawai per eslon 
dan per perangkat daerah 
serta perjenis jabatan

• Rekap pegawai existing

• Rekap Kebutuhan Diklat

MONITORING



User Aplikasi
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•Penyusunan Anjab ABK

•Laporan Anjab ABK

•Peta Jabatan

User 
Perangkat 

Daerah

•Setting Perangkat Daerah

•Verifikasi Perangkat Daerah

•Monitoring Daerah

User Admin 
Daerah

•Verifikasi Daerah

•Monitoring Daerah

•Setting Master Data

User Admin 
Pusat



Tampilan Aplikasi
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Tampilan Aplikasi
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Tampilan Aplikasi
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Tampilan Aplikasi
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Input data struktur jabatan / peta jabatan



Tampilan Aplikasi
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1
2

3

Informasi Jabatan

(PermenpanRB No.1 Tahun 2020) :

1. Nama Jabatan

2. Kode Jabatan

3. Unit Kerja



Tampilan Aplikasi
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4

Informasi Jabatan

(PermenpanRB No.1 Tahun 2020) :

4. Ikhtisar Jabatan



Tampilan Aplikasi
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5

Informasi Jabatan

(PermenpanRB No.1 Tahun 2020) :

5. Kualifikasi Jabatan



Tampilan Aplikasi
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7
Informasi Jabatan

(PermenpanRB No.1 Tahun 2020) :

6. Tugas Pokok

7. Hasil Kerja



Tampilan Aplikasi
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9

Informasi Jabatan

(PermenpanRB No.1 Tahun 2020) :

8. Bahan Kerja

9. Perangkat Kerja



Tampilan Aplikasi
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1

0

Informasi Jabatan

(PermenpanRB No.1 Tahun 2020) :

10. Tanggung Jawab

11. Wewenang

1

1



Tampilan Aplikasi
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1

2

Informasi Jabatan

(PermenpanRB No.1 Tahun 2020) :

12. Korelasi Jabatan

13. Kondisi Lingkungan Kerja

14. Resiko Bahaya

1

3

1

4



Tampilan Aplikasi
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Tampilan Aplikasi
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15

Informasi Jabatan

(PermenpanRB No.1 Tahun 2020) :

15. Syarat Jabatan

16. Prestasi Kerja

17. Kelas Jabatan

1

6 1

7



Tampilan Aplikasi
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Input analisis beban kerja



Tampilan Aplikasi
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Input analisis beban kerja



Tampilan Aplikasi
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Peta jabatan



Tampilan Aplikasi
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Sekian dan Terimakasih


